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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Bukti Pendukung Kegiatan 

1.1 Surat Izin Penelitian  

Berikut surat izin penelitian yang didapatkan dari beberapa instansi: 

Surat Izin Penelitian 

 

 

(1) 

 

 

(2) 

 

 

(3) 

 

 

(4) 
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Keterangan: 

Surat izin penelitian: (1) Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin; (2) Dinas 

Penanaman Modal dan PTSP Bidang Penyelenggaraan Pelayanan 

Perizinan Provinsi Sulawesi Selatan; (3) Kantor Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kabupaten Bulukumba; dan (4) Dinas Penanaman Modal dan 

PTSP Kabupaten Bulukumba. 

 

1.2 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 

Berikut surat keterangan telah melakukan penelitian yang didapatkan 

dari beberapa instansi: 

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 

 

 

(1) 

 

 

 

(2) 

 

 

Keterangan: 

Surat keterangan telah melakukan penelitian: (1) Inspektorat Kabupaten 

Bulukumba; (2) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten 

Bulukumba;  
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1.3 Kantor Inspektorat Kabupaten Bulukumba 

Tampak Depan 

 

 

 

 

Ruangan IRBAN I 
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Ruangan IRBAN II 

 

 

 

 

Ruangan IRBAN III 
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Ruangan IRBAN IV 

 

 

 

 

Ruangan Sub Bagian Program dan Pelaporan Sekaligus  

Ruangan Operator Aplikasi Whistleblowing System (WBS) 
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1.4 Lokasi Kantor Inspektorat Kabupaten Bulukumba 

Lokasi Kantor Inspektorat Daerah 

 

 

 

 

1.5 Dokumentasi Pengumpulan Data 

Pengumpulan Data 

 

 

 

 

Wawancara dengan 

Kepala Bidang E-

Government Dinas 

Komunikasi, 

Informatika dan 

Persandian Kabupaten 

Bulukumba pada 

tanggal 9 November 

2021. 

 

 
 

 

Wawancara dengan 

Sekretaris Inspektorat 

Kabupaten Bulukumba 

pada tanggal 24 

November 2021. 
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Wawancara dengan 

Operator Aplikasi 

Whistleblowing System 

(WBS) Inspektorat 

Kabupaten Bulukumba 

pada tanggal 24 

November 2021. 

 

 
 

 

Wawancara dengan 

Inspektur Pembantu 

Wilayah II Inspektorat 

Kabupaten Bulukumba 

pada tanggal 24 

November 2021. 

 

 
 

 

Wawancara dengan 

Masyarakat di 

Kabupaten Bulukumba 

pada tanggal 2 

Desember 2021. 
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Wawancara dengan 

Masyarakat di 

Kabupaten Bulukumba 

pada tanggal 3 

Desember 2021. 

 

 
 

 

Wawancara dengan 

Masyarakat di 

Kabupaten Bulukumba 

pada tanggal 8 

Desember 2021. 

 

 
 

 

Wawancara dengan 

Anggota LSM di 

Kabupaten Bulukumba 

pada tanggal 11 

Desember 2021. 
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1.6 Aplikasi Whistleblowing System (WBS) 

Whistleblowing System (WBS) Kabupaten Bulukumba 

 

 
 

 

Aplikasi WBS dapat 

diakses oleh 

masyarakat melalui 

website pemerintah 

daerah Kabupaten 

Bulukumba, yaitu 

Bulukumbakab.go.id  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Setelah masuk di 

website, selanjutnya 

tinggal klik aplikasi 

WBS. 

 

 
 

 

Selanjutnya, pengguna 

akan disajikan Fitur 

Home dari aplikasi WBS 

yang terdiri dari tiga (3), 

yaitu: (1) Laporkan 

Dugaan, (2) Lihat 

Laporan, dan (3) 

Hubungi Kami 
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Fitur pertama adalah 

Laporkan Dugaan. 

Pertama, masyarakat 

yang ingin melaporkan 

dugaan tindakan pungli, 

korupsi, dan lainnya 

tinggal mengisi formulir 

mulai dari melakukan 

persetujuan sebagai 

whitleblower. Setelah 

melakukan klik terhadap 

persetujuan tersebut, 

lalu tinggal klik bagian 

buat laporan. 

 

 

 
 

 

Kedua, mengisi Detail 

Informasi Kejadian, 

seperti topik laporan, 

tanggal kejadian, tempat 

kejadian, uraian 

kejadian, jumlah rupiah 

(jika ada laporan terkait 

korupsi/pungli), dan 

lainnya, kemudian, klik 

Selanjutnya. 

 

 
 

 

Ketiga, mengisi identitas 

dari pihak yang 

dilaporkan, seperti 

nama, unit kerja, NIP, 

dan jabatan, kemudian, 

klik Selanjutnya. 
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Keempat, memasukkan 

bukti pendukung, seperti 

dokumentasi, dan 

lainnya, kemudian, klik 

Selanjutnya. 

 

 
 

 

Kelima, mengisi 

identitas sebagai 

pelapor/whistleblower, 

seperti nama, alamat, 

nomor hp, dan email, 

kemudian, klik 

Selanjutnya. 

 

 
 

 

Terakhir akan muncul 

tampilan seperti gambar 

di samping, mulai dari 

status laporan yang 

telah terkirim dan akun 

laporan dengan 

username dan 

password. Selanjutnya, 

pengguna tinggal 

kembali ke fitur home 

dan klik Lihat Laporan. 
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Fitur kedua adalah Lihat 

Laporan. Fitur ini 

berfungsi untuk 

memantau tindaklanjut 

terkait dugaan tindakan 

yang dilaporkan. 

Pengguna tinggal 

memasukkan username 

dan password yang 

disediakan sebelumnya. 

 

 

 
 

Pada fitur ini akan 

ditampilkan detail 

laporan jika laporan 

tersebut diterima untuk 

ditindaklanjuti ataupun 

laporan sedang 

diperiksa. 

 

 
 

 

Fitur terakhir adalah 

Hubungi Kami yang 

berfungsi sebagai fitur 

bagi masyarakat atau 

pengguna yang 

kesulitan melakukan 

pelaporan. 

 

 


